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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu 

memerlukan tanah bukan hanya dalam kehidupannya, bahkan untuk matipun manusia 

masih memerlukan tanah.1 Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia 

sangat terbatas, sedangkan jumlah manusia bertambah banyak dan kebutuhan akan 

tanah senantiasa bertambah, dengan keadaan yang seperti ini, semakin lama dirasakan 

seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit sedangkan permainan menjadi 

bertambah, maka tidak mengherankan jika kebutuhan akan tanah menjadi meningkat, 

tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah 

menimbulkan berbagai persoalan.

Seiring dengan kebutuhan akan tanah yang sangat besar dari masyarakat 

khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Selaian maka diperlukan koordinasi yang 

baik antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi, Pemerintah Daerah atau Kabupaten dan Kantor 

Pertanahan Kota atau Kabupaten. Sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan dan 

bahkan jika diperlukan dapat pula merevisi peraturan atau perundang*undangan yang 

mengatur tentang pertanahan yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi dan 

ilmu pengetahuan. Peraturan yang baik sangat berguna dan bermanfaat dalam

R. Soehadi, Penyelesaian Sengketa tanah Sesudah Berlakunya UUPA. Karya Anda Surabaya 1986., 
Hal., 14.

1
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kaitannya dengan peraturan pemberian hak atas tanah, untuk mencegah agar 

tidak terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan tanah yang sangat besar bagi 

masyarakat maka pihak yang terkait dalam hal pengadaan tanah yang antara lain yaitu 

Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor 

Pertanahan Kota atau Kabupaten setempat, serta Kecamatan dan Kelurahan daerah 

setempat, maka pihak yang terkait berkoordinasi dalam hal pengaturan tata cara 

memperoleh, melepaskan, atau mengalihkan hak atas tanah serta persoalan tanah 

yang lain, guna mencegah terjadinya sengketa pertanahan yang muncul akibat dan 

lemahnya pengaturan atau perundang-undangan tentang pertanahan dapat

diselesaikan.

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak 

(orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah haik 

terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat 

memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku. Akan tetapi dari alasan-alasan tersebut sebenarnya tujuannya akan 

berakhir kepada tuntutan bahwa ia adalah yang lebih berhak dari orang lain (prioritas) 

atas tanah sengketa, oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa 

tersebut tergantung dan sifat atau masalah yang diajukan sehingga prosesnya akan 

memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.
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Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa macam,

antara lain :2

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan 

sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah 

yang belum ada haknya.

2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak atau bukti perolehan yang digunakan 

sebagai dasar pemberian hak (perdata).

3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan 

peratutan yang kurang atau tidak benar.

4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis 

(bersifat strategis).

Sengketa pertanahan dapat diklasifikasikan berdasarkan substansi dan pihak- 

pihak atau pelakunya serta cara penyelesaiannya.3 Dilihat dari substansinya, maka 

sengketa pertanahan meliputi pokok persoalan yang berkaitan dengan :

1. Peruntukan dan atau penggunan serta pcnguasan hak atas tanah.

2. Keabsahan suatu hak atas tanah.

3. Prosedur pemberian hak atas tanah; dan

4. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti hak. 

Jika dilihat dari pihak-pihak yang bersengketa, maka terdapat beberapa pihak,

yaitu antara;

3 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah- Alumni, Bandung, 1991, Hal., 23
^ StratBgi MengeloIa SenSketa dan Konflik Pertanahan, B A Offset, Yogyakarta,



4

1. Perseorangan dengan perseorangan

2. Perseorangan dengan Badan Hukum Swasta

3. Badan Hukum Swasta dengan Badan Hukum Swasta

4. Perseorangan dongan Badan Hukum Publik (Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah, BUMN atau BUMD)

5. Badan Hukum Swasta dengan Badan Hukum Publik 

g. Badan Hukum Publik dengan Badan Hukum Publik

7. Perseorangan dengan Badan Hukum Swasta maupun Badan Hukum Publik. 

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang, bagi sebagian orang kadang kala 

tabu di bicarakan, namun juga sering kali menjadi perdebatan yang hangat dan sengit. 

Dikatakan tabu oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki

terjadinya sengketa. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan bahwa sengketa 

bagaimanapun orang berusaha menghindarinya, pasti akan selalu muncul meskipun 

dengan kadar “keseriusan” yang berbeda-beda. Selanjutnya sengketa akan menjadi 

hangat dan sengit jika ternyata sengketa tersebut tak kunjung memperoleh 

penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut Sejak dahulu 

yang menjadi prinsip dasar bagi manusia bahwa mereka selalu menghendaki sesuatu 

yang damai dan tenteram dalam hidup mereka. Setiap sengketa atau perselisihan yang 

terjadi dalam anggota masyarakat pada umumnya di selesaikan secara musyawarah 

untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Pengadilan sebagai salah satu penyelesaian 

sengketa yang paling di kenal, boleh di katakan akan selalu berusaha untuk dihindari 

oleh banyak anggota masyarakat Selain proses dan jangka waktu yang relatif lama
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dan berlarut-larut, serta oknum-oknum yang cenderung mempersulit proses pencarian 

keadilan, peradilan di indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa 

keadilan dalam masyarakat, bahkan kadang kala “memperkosa” rasa keadilan dan 

kepatutan yang berkembang dalam masyarakat4

Pada awal pengembangan Altemative Dispute Resolution (ADR) muncul pola 

pikir perlunya pengintegrasian Komponen ADR kedalam Undang-Undang mengenai 

arbitrase. Pemikiran tersebut dimaksudkan untuk menjadikan ADR sebagai bentuk 

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat berkembang pesat dan 

sesuai dengan tujuannya, antara lain sebagai berikut:5

1. Terdapat peran serta masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya sendiri 

(akses kepada pengadilan).

2. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan shingga 

akan tejjadi proses seleksi yang menggambarka tingkat kepercayaan 

masyarakat

3. Cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanam modal (investor) 

ke Indonesia melalui adanya kepastian hukum, termasuk tersedianya sistem 

penyelesaian sengketa yang efisien.

4. Lembaga ADR diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian 

sengketa di masyarakat guna meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat

4 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, 
Hal., 25-26. 9

3 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan aspek hukum, ),
2000, HaL, 106 8

I G hal ia indonesia.
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Pembentukan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak cukup 

dengan dukungan budaya musyawarah atau mufakat dari masyarakat, tetapi perlu 

pengembangan dan pelembagaan yang meliputi perundang-undangan untuk 

memberikan landasan hukum dap pembentukan asosiasi profesi atau jasa profesional.

Bentuk dan unsur-unsur pelembagaan dan pendayagunaan ADR antara lain 

terletak pada hal-hal berikut :6

1. Perangkat Undang-Undang.

2. Sistematisasi atau aturan main yang jelas dan prosedur pendayagunaan.

3. Kebutuhan penyediaan j asa profesional.

4. Sumberdaya manusia.

5. Pemasyarakatan.

Persoalan landasan hukum pelembagaan ADR sebagai bentuk penyelesaian 

sengketa telah diupayakan pemecahannya melalui perangkat Undang-Undang No. 30 

tahun 1999 tentang Arbutrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang- 

undang tersebut disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak yakni 

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan 

arbitrase.

Undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi berlakunya 

lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang diharapkan berprosedur 

informal dan efisien. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk

6 Ibid, Hal., 107
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berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri serta 

mendapatkan pilihan untuk menyelesai akan sengketa yang mungkin timbul.

Sengketa pertanahan di Kota Palembang yang akhir-akhir ini semakin 

meningkat membutuhkan perhatian serta penyelesaian sengketa yang efektif dan 

efisien. Sengketa pertanahan yang banyak menimpa kota serta kabupaten yang ada di 

Kota Palembang, dewasa ini sangat memerlukan perhatian yang sangat serius baik 

dari Pemerintah Kota atau Kabupaten, dan bahkan Pemerintah Pusat

Perkara dan kasus yang berkaitan dengan pertanahan yang ada di Kota 

Palembang dalam tahun 2006, adalah pada Januari 2006 sampai bulan Juli 2006 

adalah sebanyak 28 kasus, yang melalui Jitigasi sebanyak 25 kasus (dua puluh lima) 

kasus. Sedangkan melalui Non litigasi sebanyak 3 (tiga) kasus. Dalam tahun 2007 

perkara di Kota Palembang terhitung dari bulan Januari 2007 sampai September 

20Q7 sebanyak 36 kasus, yang melalui litigasi ada 35 (tiga puluh lima) kasus, ada 1 

(satu) kasus yang melalui Non Litigasi dengan uraian yang sudah di selesaikan.7

Upaya penyelesaian yang ditempuh dalam salah satu kasus sengketa 

pertanahan tersebut diatas adalah melalui upaya Non Litigasi sesuai dengan 

keputusan bersama antar pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian 

sengketa melalui jalur Non Litigasi para pihak yang bersengketalah yang bersepakat 

untuk menentukan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah atau 

kekeluargaan. Dalam sengkera pertanahan yang teijadi di kota Palembang yaitu 

masalah pengembalian dan balik nama sertifikat hak milik atas tanah antara Bank 

7 Data Statistik Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang tahun 2007.
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Perkreditan Rakyat Multidana Mandiri dengan Nurbaiti S.H dan Hj Hadariah, para 

pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa menggunakan salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa yaitu dengan cara mediasi. Mediasi adalah salah satu proses 

alternatif penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ke tiga (mediator) dan 

prosedur yang disepakati oleh para pihak, mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai 

suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Mediator adalah 

orang atau pejabat yang ditunjuk oleh jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaiakan 

permasalahan.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki banyak segi positif

.8serta keuntungan yaitu:

1. Pengambilan keputusan cepat

2. Penyelesaian secara tepat.

3. Hasil-hasil yang memuaskan semua pihak,

4. Kesepakatan-kesepakatan yang komperehensif dan customized.

5. Praktek dan belajar prosedur penyelesaian masalah secara kreatif.

6. Tingkat pengendalian lebih besar dari hasil yang bisa diduga.

7. Pemberdayaan individu.

8. Melestarikan hubungan.

9. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan.

* Joni Emiizon, Alternatif Penyelaman Sengketa Diluar pengadilan (Mediasi, Negoisasl, Konsoliasi 
dan Arbiterase, PT Geramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, Hal., 70-71.
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10. Kesepakatan lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau 

prosedur menang atau kalah.

11. Keputusan tanpa mengenal waktu.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk

memilih judul skripsi:

“Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Upaya Non Litigasi Di Kota

Palembang,"

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui upaya Non Litigasi 

di Kota Palembang ?

2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan damai dalam sengketa Pertanahan di Kota 

Palambang ?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penulisan Skripsi ini hanya terbatas pada 

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Upaya Non litigasi Di Kota Palembang 

dan Pelaksanaan Putusan Damai dalam sengketa pertanahan di Kota Palembang.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan lingkup permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penulisan 

skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pertanahan melalui upaya Non 

Litigasi.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan damai dalam sengketa pertanahan 

tersebut

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan mellaui upaya Non Litigasi baik secara Negosiasi,

Mediasi, Konsiliasai, maupun secara Arbitrase.

b. Secara Praktis

Penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat praktis diantaranya:

1) Untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya 

penyelesaian sengketa pertanahan.
♦ ^

2) Sebagai bahan pustaka dan referensi bagi instansi pemerintah yang

terkait yakni Badan Pertanahan Nasional dalam upaya penyelesaian 

sengketa pertanahan yang ada pada masyarakat,

3) Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang

X 9 t

lgketa dengan ^

tujuan agar mendapat keadilan dan kepastian hukum. V* if* 5

■V. •.'i'$

i

A,
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E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah suatu 

dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek dari penelitian. Untuk 

membantu pemecahan permasalahan tersebut di atas, maka penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan 

penelitian hukum yuridis normatif sosiologis, yaitu pengkajian dan penelusuran 

terhadap asas-asas hukum, perundang-undangan tertulis, doktrin-doktrin dan 

literatur-literatur atau studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Namun 

dalam batasan-batasan tertentu penulis juga mengumpulkan beberapa data yang di

yang di tempuh oleh peneliticara

peroleh langsung di lapangan pada instansi yang terkait yaitu Badan Pertanahan

Nasional Kota Palembang melalui wawancara sebagai data penunjang.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder dan data 

primer.9

a. Data Sekunder

Yaitu sebagai data utama yang diproleh melalui bahan hukum yang ada 

meliputi:

1. Bahan Hukum primer.

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi;

9 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, 2004, Hal., 14.
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

b) Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 tentang Pokok- 

Pokok Agraria.

p) Undang-undang No. 3Q tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa.

2. Bahan Hukum Sekunder,

Adalah Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan 

dari bahan hukum primer, meliputi;

a) Buku-buku Literatur,

b) Hasil penelitian dan seminar.

3. Bahan Hukum tersier.

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

meliputi;

a) Koran, majalah dan jurnal ilmiah.

b) Internet

c) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan, 

b- Data Primer:

Adalah data yang di peroleh di lapangan melalui wawancara dengan salah satu 

pejabat di Badan Pertanahan Nasional kota Palembang yang terkait untuk 

memberikan keterangan.
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2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di kota Palembang, yaitu pada Badan

Pertanahan Nasional kota Palembang.

3. Teknik Mengumpulkan Data

a) Penelitian Kepustakaan (library research)

Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dan dari 

literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Penelitian lapangan

Yaitu usaha mendapat data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, dengan

para interyiew (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang terkait,

berhubungan dengan permasalahan yang sedang di angkat, dalam hal ini

penulis akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data pada Badan

Pertanahan Nasional kota Palembang.

5. Analisis Data

Analisis data di lakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dalam 

bentuk kalimat secara rinci dan sistimatis kemudian dilakukan interpretasi data 

sehingga di peroleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan sehingga 

memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

i
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